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KEBIJAKAN AKUNTANSI EKUITAS

A. PENDAHULUAN
Tujuan
1. Tujuan kebijakan akuntansi ekuitas adalah untuk mengatur perlakuan
akuntansi atas ekuitas dana dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas

sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.

Ruang Lingkup

2. Kebijakan ini diterapkan dalam akuntansi ekuitas yang disusun dan
disajikan dengan menggunakan akuntansi berbasis akrual oleh entitas
akuntansi dan entitas pelaporan termasuk BLUD, tidak termasuk

perusahaan daerah.

B. DEFINISI
3. Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara

aset dan kewajiban pemerintah pada tanggal laporan.

C. KLASIFIKASI
4. Ekuitas diklasifikasikan kedalam :
a. Ekuitas; dan
b. Ekuitas SAL;

D. PENGUKURAN

5. Saldo Ekuitas berasal dari Ekuitas awal ditambah (dikurang) oleh
Surplus/Defisit LO dan perubahan lainnya seperti koreksi nilai persediaan,
selisih revaluasi Aset Tetap, dan lain-lain

6. Ekuitas SAL digunakan untuk mencatat akun peran tara dalam rangka
penyusunan Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Perubahan SAL
mencakup antara lain Estimasi Pendapatan, Estimasi Penerimaan
Pembiayaan, Apropriasi Belanja, Apropriasi Pengeluaran Pembiayaan, dan
Estimasi Perubahan SAL, Surplus/Defisit - LRA.

7. Kenaikan atau penurunan setiap akun dalam Laporan Realisasi Anggaran
dan Laporan Perubahan SAL akan menaikkan atau menurunkan Ekuitas
SAL.
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